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KEJAGUNG SITA 7,7 KG EMAS TERKAIT KASUS KORUPSI 109 TON EMAS 

 
Sumber gambar: https://nasional.kompas.com/read/2024/07/02/10042751/kejagung-sita-77-kg-emas-

terkait-kasus-korupsi-109-ton-emas 

 

Isi Berita: 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 7,7 kilogram emas 

batangan terkait kasus dugaan korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas 

sebanyak 109 ton di PT Antam Tbk periode 2010-2021.  

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Harli Siregar 

mengatakan penyitaan dilakukan pada Senin (1/7/2024) kemarin.  "Direktorat Penyidikan 

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan penyitaan terhadap 

aset berupa emas batangan sebanyak 7,7 kilogram," kata  Harli dalam keterangan tertulis, 

Selasa (2/7/2024). Harli mengatakan emas tersebut disita dari para tersangka yang telah 

ditetapkan. Menurut dia, emas yang disita akan dimasukkan dalam daftar barang bukti.  

"Fine gold yang disita merupakan milik 6 orang tersangka yang diduga hasil kejahatan 

serta nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembuktian hasil kejahatan," kata dia.  

Diketahui, Kejagung sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Keenam 

tersangka yang sudah ditetapkan itu pernah menjabat mantan General Manager (GM) UB 

PPLM PT Antam Tbk. Mereka adalah TK selaku GM pada periode 2010-2011; HN 

selaku GM periode 2011-2013, DM selaku GM periode 2013-2017; AH selaku GM 

periode 2017-2019; MAA selaku GM periode 2019-202; dan ID selaku GM periode 

2021-2022.  
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Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi sebelumnya menjelaskan para 

tersangka telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas 

manufaktur ilegal.  Mereka memberikan cap merek logo Antam terhadap 109 ton emas 

yang diperoleh secara ilegal.  Adapun pemberian cap ilegal ini tak sesuai dengan 

ketentuan dan aturan Antam.  

Sebab, seharusnya pelekatan merek logam mulia Antam harus dilakukan dengan 

adanya izin resmi. Dengan demikian, PT Antam tak mendapat pembayaran biaya atau hak 

eksklusifnya.  "Yang bersangkutan secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah 

melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek Logam Mulia Antam," ujar Kuntadi 

di Kejagung, Jakarta, Rabu (29/5/2024) malam.  

Kuntadi menyebut logam mulia itu diedarkan ke pasar bersamaan dengan produk 

logam mulia PT Antam yang resmi. "Sehingga logam mulia dengan merek ilegal ini 

mengerus pasar logam mulia PT Antam. Sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat 

lagi," imbuhnya.  Para tersangka ini dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-

Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 

KUHP. 

 

Sumber Berita: 

1. https://nasional.kompas.com/read/2024/07/02/10042751/kejagung-sita-77-kg-emas-

terkait-kasus-korupsi-109-ton-emas, “Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Terkait Kasus 

Korupsi 109 Ton Emas”, tanggal 2 Juli 2024. 

2. https://news.detik.com/berita/d-7418147/7-7-kg-emas-batangan-disita-jaksa-terkait-

kasus-korupsi-109-ton-emas, “7,7 Kg Emas Batangan Disita Jaksa Terkait Kasus 

Korupsi 109 Ton Emas”, tanggal 1 Juli 2024. 

 

Catatan: 

• Terkait kondisi diatas diatur pada: 

a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 

2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;  
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2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, 

pidana mati dapat dijatuhkan”; dan 

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 

b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 

12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 

1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara 

yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 

seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran 

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Kekayaan Daerah: 

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:  

a. tanah Kas Desa;  

b. pasar Desa;  

c. pasar Hewan;  

d. tambatan Perahu;  

e. bangunan Desa;  

f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;  

g. lain-lain kekayaan milik Desa.” 

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :  

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;  

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak 

ketiga.  

c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;  
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d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan 

lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.  

e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;  

f.  hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota;  

g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan  

h.  hasil kerjasama desa.” 

3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 

milik desa.  

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.” 


